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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA   

A. Undang-undang yang mengatur larangan tentang balap liar 

1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULA) 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap 

motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 

311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:  

Pasal 283 : 

”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara 

tidak wajar atau tidak sesuai aturan dan melakukan kegiatan lain atau 

dipengaruhi oleh suatu keadaan yang tidak baik dan mengakibatkan 

gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah).” 

 

Pasal 284 : 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak 

mengutamakan keselamatan para Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah).” 
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 Pasal 287 Ayat (5) : 

“(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 

melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 

huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 

denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” 

 

Pasal 297 : 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).” 

 

Pasal 311 Ayat (1) : 

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor 

dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”  

Berdasarkan beberapa pasal yang sudah dijelaskan dapat diketahui bahwa 

pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap 
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pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan 

pelanggaran yang dilakukan pengemudi tersebut.  

 

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana 

pengertian lhukum lbelum lada lyang lmengetahui ldengan lpasti. lAtau ldengan lkata 

llain, lbelum lada lsebuah lpengertian lhukum lyang ldijadikan lstandar ldalam lmemahami 

lmakna ldan lkonsep lhukum.
3

 lNotohamidjojo lmendefinisikan lhukum ladalah lsebagai 

lkeseluruhan lperaturan lyang ltertulis ldan ltidak ltertulis lyang lbiasanya lbersifat 

lmemaksa, luntuk lkelakuan lmanusia ldalam lmasyarakat lnegara l(serta lantar lnegara), 

lyang lmengarah lkepada lkeadilan, ldemi lterwujudnya ltata ldamai, ldengan ltujuan 

lmemanusiakan lmanusia ldalam lmasyarakat.
4

 lMenurut lSoedarto lpidana ladalah 

lpenderitaan lyang lsengaja ldi lbebankan lkepada lorang lyang lmelakukan lperbuatan 

lyang lmemenuhi lsyarat-syarat ltertentu.
5

 l 

W.L.G lLemaire lmemberikan lpengertian lmengenai lhukum lpidana llterdiri ldari 

lnorma-norma lyang lberisi lkeharusan-keharusan ldan llarangan-larangan lyang l(oleh 

lpembentuk lundang-undang) ltelah ldikaitkan ldengan lsuatu lsanksi lberupa lhukuman, 

lyakni lsuatu lpenderitaan lyang lbersifat lkhusus, loleh sebab itu dapat ljuga ldikatakan, 

lbahwa lhukum lpidana litu ladalah lsuatu lsistem lnorma-norma lyang lmenentukan 

lterhadap ltindakan-tindakan lyang lmana l(hal lmelakukan lsesuatu latau ltidak 

lmelakukan lsesuatu ldimana lterdapat lsuatu lkeharusan luntuk lmelakukan lsesuatu) ldan 

                                                             
3

 lRanidar lDarwis, l2003, lPendidikan lHukum ldalam lKonteks lSosial lBudaya lbagi lPembinaan 

lKesadaran lHukum lWarga lNegara, lBandung: lDepartemen lPendidikan lIndonesia lUPI, lhlm. l6. 
4

 lO. lNotohamidjojo, l2011, lSoal-Soal lPokok lFilsafat lHukum, lSalatiga: lGriya lMedia, lhlm. l121. 
5

 lMuladi ldan lBarda lNawawi lArief, l2005, lTeori-Teori ldan lKebijakan lPidana, lBandung: lAlumni, 

lhlm. l2. 
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ldalam lkeadaaan-keadaan lbagaimana lyang ldapat ldijatuhkan lbagi ltindakan-tindakan 

ltersebut.
6
 

Dengan ldemikian lHukum lPidana ldapat ldiartikan lsebagai lsuatu lketentuan 

lhukum lataupun lundang-undang lyang lmenentukan lsegala lperbuatan lyang ldilarang 

luntuk ldilakukan ldan lancaman lsanksi lterhadap lpelanggaran llarangan ltersebut. 

lBanyak lpara lahli lberpendapat lbahwa lHukum lPidana lmenempati ltempat ltersendiri 

ldalam lsistem lhukum, lhal lini lkarena ldisebabkan loleh lhukum lpidana ltidak 

lmenempatkan lnorma ltersendiri, lakan ltetapi lmemperkuat lnorma-norma ldi lbidang 

lhukum llain ldengan lmenetapkan lancaman lsanksi latas lpelanggaran lnorma-norma ldi 

lbidang lhukum llain ltersebut.
7

 lPengertian ldiatas lsesuai ldengan lasas lhukum lpidana 

lyang lterkandung ldalam lPasal l1 layat l1 lKUHP ldimana lhukum lpidana lbersumber lpada 

lperaturan ltertulis l(undang-undang ldalam larti lluas) ldisebut ljuga lsebagai lasas 

llegalitas. lBerlakunya lasas llegalitas lmemberikan lsifat lperlindungan lpada lundang-

undang lpidana lyang lmelindungi lrakyat lterhadap lpelaksanaan lkekuasaan lyang ltanpa 

lbatas ldari lpemerintah. l 

Karakteristik lhukum ladalah lmemaksa ldisertai ldengan lancaman ldan lsanksi. 

llHukum lbukan ldipaksa luntuk lmembenarkan lpersoalan lyang lsalah, latau lmemaksa 

lmereka lyang ltidak lberkedudukan ldan ltidak lberuang. lAgar lperaturan-peraturan 

lhidup lkemasyarakatan lbenar-benar ldipatuhi ldan lditaati lsehingga lmenjadi lkaidah 

lhukum, lmaka lperaturan lkemasyarakatan ltersebut lharus ldilengkapi ldengan lunsur 

lmemaksa. lDengan ldemikian, lhukum lmempunyai lsifat lmengatur ldan lmemaksa 

lsetiap lorang lagar lmentaati laturan ltata ltertib ldalam lmasyarakat lserta lmemberikan 

                                                             
6

 lP.A.F. lLamintang, l1984, lDasar-Dasar lHukum lPidana lIndonesia, lBandung: lSinar lBaru, lhlm. l1-2 
7

 lM. lAli lZaidan, l2015, lMenuju lPembaruan lHUKUM lPIDANA, lJakarta: lSinar lGrafika, lhlm. l3. 
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lsanksi lyang ltegas l(berupa lhukuman) lterhadap lsiapa lsaja lyang ltidak lmau 

lmematuhinya.
8
 

Adanya laturan-aturan lyang lbersifat lmengatur ldan lmemaksa langgota 

lmasyarakat luntuk lpatuh ldan lmenaatinya, lakan lmeyebabkan lterjadinya 

lkeseimbangan ldan lkedamaian ldalam lkehidupan lmereka. lPara lpakar lhukum lpidana 

lmengutarakan lpendapatnya lbahwa ltujuan lhukum lpidana lyaitu lpertama, luntuk 

lmenakut-nakuti lorang lagar ljangan lsampai lmelakukan lkejahatan l(preventif). lKedua, 

luntuk lmendidik latau lmemperbaiki lorang-orang lyang lsudah lmenandakan lsuka 

lmelakukan lkejahatan lagar lmenjadi lorang lyang lbaik ltabi’atnya l(represif).
9
 

Tujuan lhukum lpidana ladalah luntuk lmelindungi lsegala lkepentingan lorang 

lperseorangan latau lhak lasasi lmanusia lserta lmasyarakat. lTujuan lhukum lpidana ldi 

lIndonesia lharus lsesuai ldengan lfalsafah lPancasila lyang lmampu lmembawa 

lkepentingan lyang ladil lbagi lseluruh lwarga lnegara. lDengan ldemikian lhukum lpidana 

ldi lIndonesia ladalah lmengayomi lseluruh lrakyat lIndonesia. lTujuan lhukum lpidana 

ldibagi lmenjadi l2 l(dua), lyaitu:
10

 

1. Tujuan lhukum lpidana lsebagai lhukum lSanksi. lTujuan lini lbersifat 

lkonseptual latau lfilsafati lyang lbertujuan lmemberikan ldasar ladanya lsanksi 

lpidana. lJenis lbentuk ldan lsanksi lpidana ldan lsekaligus lsebagai lparameter 

lukuran ldalam lmenyelesaikan lpelanggaran lpidana. lTujuan lini lbiasanya 

ltidak ltertulis ldalam lpasal lhukum lpidana ltapi lbisa ldibaca ldari lsemua 

lketentuan lhukum lpidana latau ldalam lpenjelasan lumum. 

                                                             
8

 lSuharto ldan lJunaidi lEfendi, l2010, lPanduan lPraktis lBila lMenghadapi lPerkara lPidana, lMulai lProses 

lPenyelidikan lSampai lPersidangan, lJakarta: lPrestasi lPustaka, lhlm. l25-26. l 
9

 lWirjono lProdjodikoro, l2003, lAsas-Asas lHukum lPidana ldi lIndonesia, lBandung: lPT. lRefika 

lAditama, lhlm. l20. l 
10

 l l lTeguh lPrasetyo, l2010, lHukum lPidana, lJakarta: lRajawali lPress, lhlm. l7. 
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2. Tujuan ldalam lpenjatuhan lsanksi lpidana lterhadap lorang lyang lmelanggar 

lhukum lpidana. lTujuan lini lbercorak lpragmatik ldengan lukuran lyang ljelas 

ldan lkonkret lyang lrelevan ldengan lproblem lyang lmuncul lakibat ladanya 

lpelanggaran lhukum lpidana ldan lorang lyang lmelakukan lpelanggaran lhukum 

lpidana. lTujuan lini lmerupakan lperwujudan ldari ltujuan lpertama. 

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana 

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 

Hukum adalah sarana yang mempunyai nilai ataupun konsep mengenai 

kebenaran, keadilan, dan kepentingan sosial. Nilai hukum ini bersifat abstrak. 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan 

konsep atau gagasan yang abstrak. Penegakan hukum adalah upaya untuk 

mencapai ide-ide tersebut menjadi kenyataan.
11

 Soerjono soekanto menjelaskan 

bahwa penegakan hukum yaitu kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir untuk membuat, memelihara, 

dan mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan.
12

 

Penegakan hukum secara  khusus yaitu menerapkan hukum positif yang 

dalam praktiknya harus dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam 

suatu perkara maka memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan 

menemukan hukum yang konkrit dalam mempertahankan dan menjamin 

ditaatinya  hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan 

                                                             
11

   Satjipto Rahardjo, Masalahh Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar 

Baru, hlm. 15. 
12

  Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hlm. 13. 
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oleh hukum formal.
13

 Ketika penegakan hukum menerapkan kaidah atau nilai 

yang memuat keadilan dan kebenaran, berarti penegakan hukum bukan hanya 

menjadi tugas aparat penegak hukum yang dikenal secara konvensional, tetapi itu 

menjadi tugas semua orang.  

Negara Indonesia sebagai negara hukum (recht staats), maka setiap warga 

negara yang melakukan tindak pidana diharuskan mempertanggungjawabkan 

semua perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku sesuai dengan aturannya. 

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, karena larangan tersebut disertai dengan 

ancaman (sanksi) yang harus ditaati berupa ancaman pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada suatu hubungannya dengan asas 

legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah 

diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi 

para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya 

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat 

pula.
14

  

Adapun juga penegakan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan oleh 

Abdul Kadir Muhamad yaitu sebagai suatu usaha melaksanakan hukum 

sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, 

dan jika terjadi suatu pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya 

ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu 

terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas 

                                                             
13

 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung, 

Alumni, 1992, hlm. 14. 
14

   Andi Hamzah, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15.  
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penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk 

mewujudkan suatu norma-norma yuridis. Mewujudkan norma yang berarti 

menerapkan aturan yang ada sehingga untuk menjerat atau menjaring siapa saja 

yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci 

yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (law enforcement).
15

 

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. 

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan 

dengan urutan sebagai berikut:
16

  

1) Teguran atau peringatan agar supaya menghentikan pelanggaran dan 

jangan berbuat lagi (percobaan); 

2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);  

3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);  

4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati). 

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang 

berat terhadap para aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, 

kewenangan, serta kewajibannya dilakukan secara semaksimal mungkin. 

Kesuksesan penegakan hukum sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dalam penerapan sistem hukum. jika sistem hukum itu 

gagal untuk dijalankan, maka suatu hukum akan kehilangan dalam sakralitas 

sosialnya.
17

  

Berdasarkan pada pengertian yang telah dikemukakan diatas maka 

penegakan hukum pidana yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

                                                             
15

 Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi 

Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, hlm. 15-16.  
16

   Ibid, hlm. 16-17. 
17

  Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Op.Cit., hlm. 17 
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dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.  

2. Komponen Penegakan Hukum 

Adapun linstrumen lyang ldibutuhkan ldalam lpenegakan lhukum lyaitu lsuatu 

lkomponen lstruktur lhukum l(legal lstructure), lkomponen lsubstansi lhukum l(legal 

lsubstance) ldan lkomponen lbudaya lhukum l(legal lculture).
18

 l 

a. lStruktur lhukum l(legal lstructure) lStruktur lhukum ladalah lsuatu lkerangka 

lyang ldapat lmemberikan lsuatu lbatasan lterhadap lkeseluruhan, ldimana 

lkeberadaan linstitusi lmerupakan lwujud lkonkritnya lkomponen lstruktur 

lhukum.
19

 

b. lSubstansi lhukum l(legal lsubstance) lPada lintinya lyang ldimaksud ldengan 

lsubstansi lhukum ladalah lhasil-hasil lyang lditerbitkan loleh lsistem lhukum, 

lmencakup laturan-aturan lhukum, lbaik lyang ltertulis lmaupun ltidak ltertulis.
20

 

c. lBudaya lhukum l(legal lculture) lBudaya lhukum latau lmerupakan lsuatu 

lsuasana lsosial lyang lmelatar lbelakangi lsikap lmasyarakat lterhadap lhukum. 

Dengan ldemikian lsuatu lkomponen lpenegakan lhukum lpidana lstruktur lhukum 

ladalah laparat lpenegak lhukum lyaitu ldari laparat lKepolisian, lKejaksaan, lPengadilan, 

lAdvokat, lserta laparat lpelaksana lputusan lpidana. lSubstansi lhukum lmerupakan lsuatu 

lperaturan lhukum lpidana ltertulis lyang lberlaku lsaat lini. lBudaya lhukum lpidana lyaitu 

lnilai-nilai lmasyarakat lyang l ldiakui ldan lmenjadi lpedoman ldalam lkehidupan 

lbermasyarakat. 

3. Pelaksanaan lPenegakan lHukum lPidana 

Adanya lhukum litu ladalah luntuk lditaatinya lsuatu lperaturan lyang lada lserta 

                                                             
18

 l lLawrence lM. lFriedman, l1977, lLaw land lSociety lan lIntroduction. lNew lJersey. lPrentice lHall lInc, 

lhlm. l14. l 
19

 l lIbid. l15. l 
20

 l lAhmad lMujahidin, l2007, lPeradilan lSatu lAtap ldi lIndonesia, lBandung: lRefika lAditama, lhlm. l42. l 
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ldilaksanakan ldan lditegakkan laturan ltersebut, ldalam lkaitannya ldengan lpenegakan 

lhukum, lmaka lpelaksanaan lpenegakan lhukum lmerupakan lfase ldari lpenegakan 

lkedaulatan latau ldalam lpenegakan lkedaulatan ltidak lterlepas ldari lkegiatan lpenegakan 

lhukum, lkarena lpenegakan lhukum lsecara lberhasil lmerupakan lfaktor lutama ldalam 

lmewujudkan ldan lmembina lwibawa lnegara ldan lpemerintah ldemi ltegaknya  

lkedaulatan lnegara. lPelaksanaan lpenegakan lhukum lpidana ldi ldalam lmasyarakat 

lharuslah lmemperhatikan lbeberapa lhal lsebagaimana lpenegakan lhukum lpada 

lumumnya lantara llain:
21

 

a. Manfaat lserta lkegunaannya lbagi lmasyarakat; l 

b. Mencapai lsuatu lkeadilan lyang lsesuai ldengan laturan lyang lada, lartinya 

ldalam lpenerapan lini lhukum lharuslah lmempertimbangkan lberbagai lfakta 

ldan lkeadaan lsecara lproporsional; 

c. Mengandung lnilai-nilai lkeadilan, lyaitu lnilai-nilai lyang ltercantum ldalam 

lkaidah-kaidah lyang lada ldan lmempertanggungjawabkan lsikap ltindak 

lsebagai lrefleksi lnilai ltahap lakhir luntuk lmenciptakan, lmemelihara, ldan 

lmempertahankan lsuatu lkedamaian lpergaulan lhidup. l 

Secara luniversal, lkegiatan-kegiatan lpelaksanaan lpenegakan lhukum ltermasuk 

lpenegakan lhukum lpidana ldapat lberupa: 

a. lTindakan lPencegahan l(preventif) lPreventif lmerupakan lsegala lusaha latau 

ltindakan lyang ldimaksudkan luntuk lpencegahan lterjadinya lpelanggaran 

lhukum, lusaha lini lantara llain ldapat lberupa lyaitu: l 

(1) Peningkatan lkesadaran lhukum lbagi lwarga lnegara lsendiri. l 

(2) Tindakan lpatroli latau lpengamanan lkebijakan lpenegakan lhukum 

                                                             
21

 l l lRidhuan lSyahrani, l1999, lRangkaian lIntisari lIlmu lHukum, lBandung, lPT. lCitra lAditya lBakti, l 

lhlm. l192. 
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(3) Pengawasan lataupun lkontrol lberlanjut, lmisalnya lpengawasan laliran 

lkepercayaan l 

(4) Pencegahan lpenyalahgunaan ldan latau lpenodaan lagama, lpenelitian, 

ldan lpengembangan lhukum lserta lstatistik lkriminal. l 

b. lTindakan lRepresif l(repression) lRepresif lmerupakan lsegala lusaha latau lsuatu 

ltindakan lyang lharus ldilakukan loleh laparat lnegara ltertentu lsesuai ldengan 

lketentuan-ketentuan laturan lhukum lacara lyang lberlaku lapabila ltelah lterjadi 

lsuatu lpelanggaran lhukum, lbentuk-bentuk ldari lpada ltindakan lrepresif ldapat 

lberupa lyaitu: l 

(1) Tindakan ladministrasi. l 

(2) Tindakan ljuridis latau ltindakan lhukum lyang lmeliputi lantara llain: l 

a) lPenyidikan; l 

b) lPenuntutan; l 

c) lPemeriksaan loleh lpengadilan; l 

d) lPelaksanaan lkeputusan lpengadilan latau leksekusi. 

 

4. Fakto l-Faktor lyang lmempengaruhi lPenegakan lHukum l 

Penegakan lhukum lyaitu lsebagai lsuatu lupaya latau lproses, lpada lhakekatnya  

lmerupakan lpenerapan lsuatu ldiskresi lmenyangkut lmembuat lkeputusan lyang ltidak 

lsecara lketat ldiatur loleh lkaidah lhukum, lakan ltetapi lmempunyai lunsur lpenilaian 

lpribadi, ldengan lkata llain ldiskresi ltersebut lberada lantara lhukum ldan lmoral l(etika 

ldalam larti lsempit). lPemahaman lyang lsama ldengan lpendapat ltersebut, lSacipto 

lRahardjo lberpendapat lpenegakan lhukum lsebagai lproses lsosial, lyang lbukan 

lmerupakan lproses lyang ltertutup, lmelainkan lproses lyang lmelibatkan 
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llingkungannya.
22

 

Gangguan lterhadap lpenegakan lhukum lterjadi ldiakibatkan ladanya 

lketidakserasian antara lyaitu lnilai, lkaidah, ldan lperilaku, ldimana lketidakserasian 

lantara lnilai-nilai lyang lberpasangan lakan lmenjadikan ldi ldalam lkaidah-kaidah lyang 

lsimpang lsiur ldan lpola lperilaku lyang ltidak lterarah lsehingga ldapat lmengganggu 

lkedamaian lpergaulan lhidup. lPenegakan lhukum lsemata-mata ltidaklah lberarti 

lpelaksanaan lperundang-undangan lataupun lpelaksanaan lkeputusan-keputusan 

lhakim, lnamun lmasalah lpokok ldari lpada lpenegakan lhukum lterletak lpada lfaktor-

faktor lyang lmempengaruhinya, lmenurut lSoerjono lSoekanto, lfaktor-faktor lyang 

lmempengaruhi lpenegakan lhukum lmeliputi:
23

 

a. Faktor lhukumnya lsendiri, lmisalnya lundang-undang ldan lsebagainya, l 

b. Faktor lpenegak lhukum, lyakni lpihak lyang lmembentuk lmaupun 

lmenerapkan lhukum, l 

c. Faktor lsarana latau lfasilitas lyang lmendukung lpenegakan lhukum, l 

d. Faktor lkebudayaan, lyakni lhasil lkarya, lcipta, ldan lkarsa lyang ldidasari lpada 

lkarsa lmanusia ldalam lpergaulan lhidup, l 

e. Faktor lmasyarakat, lyakni llingkungan ldimana lhukum ltersebut lberlaku ldan 

lditerapkan.  
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 l l lRidhuan lSyahrani, lOp.Cit., lhlm. l203. 
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 l lSoerjono lSoekanto, l2013, lFaktor-Faktor lYang lMempengaruhi lPenegakan lHukum, lJakarta: 
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22 
 

D. Tinjauan lUmum lKriminologi lTerhadap lpraktek lBalap lLiar 

1. Kriminologi ldalam larti lluas 

Kriminologi lmerupakan lsebagai lilmu lpengetahuan lyang lmempelajari lsebab 

ldan lakibat, lperbaikan ldan lpencegahan lkejahatan lsebagai lgejala lmanusia 

lmenghimpun lmasukan-masukan ldari lberbagai lilmu lpengetahuan.
24

 

Kriminologi lmerupakan lsebagai lilmu lyang lsosial lterus lmengalami 

lperkembangan lseiring lberjalannya lwaktu ldan lpeningkatan. lPerkembangan ldan 

lpeningkatan lini ldisebabkan ldari ladanya lpola lpikir lkehidupan lsosial lmasyarakat 

lyang lterus lsaja lmengalami lperubahan-perubahan lseiring lberjalannya lwaktu ldan 

lberbeda lpula lantara ltempat lyang lsatu ldengan ltempat lyang llainnya lserta lakan 

lberbeda lpula ldari lsuatu lwaktu latau lzaman ltertentu ldengan lwaktu ldan lzaman llain 

lsehingga lberbagai lmacam lstudi lterhadap lmasalah lkejahatan lserta lpenyimpangan 

lsosial ljuga lmengalami lberbagai lmacam lperkembangan lserta lpeningkatan ldalam 

lmelihat, lmemahami, lserta ldalam lmengkaji lpermasalah-permasalahan lsosial lyang 

lmemang lada ldi lmasyarakat ldan lsubstansi ldi ldalamnya. l 

Kriminologi lyaitu lsuatu lilmu lpengetahuan lyang lmemperlajari ldan lbertujuan 

lmenyelidiki lgejala lkejahatan ldengan lseluas-luasnya l(kriminologis lteoritis latau 

lkriminologis lmurni). lKriminologis lteoritis lyaitu lsuatu lilmu lpengetahuan lyang 

lberdasarkan ldari lpengalaman-pengalaman, lyang lseperti lilmu lpengetahuan llainnya 

lyang lsejenis, lmemperhatikan lgejala-gejala lyang lmencoba lmenyelidiki lsebab-sebab 

ldari lsuatu lgejala ltersebut ldengan lcara-cara lyang lada lpadanya.
25

 

Menurut lSakerland: l“Criminology lis lthe lbody lof lknowledge lregarding 

ldelinquency land lcrime las lsocial lphenomena l(Kriminologi lyaitu lsuatu l lkumpulan-
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 lSoedjono lDirdjosisworo, l1984, lSosio lKriminologi lAmalan lIlmu-Ilmu lSosial ldalam lStudi 

lKejahatan, lSinar lBaru, lBandung. lhlm. l24. l l 
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 l lTopo lSantoso ldan lEva lAchyani lZulfa, l2004, lKriminologi, lPT lGrafindo lRaja lPersada, lhlm. l5. 
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kumpulan lilmu lpengetahuan lyang lmembahas lkenakalan lremaja ldan lkejahatan 

lsebagai lgejala lsosial)”.
26

 

Maka ldari litu lobjek ldalam lsuatu lkajian lkriminologi lditekankan ldalam lgejala 

lkejahatan lyang lseluas-luasnya  ldengan lartian lmempelajari lsuatu lkejahatan ldan 

lpenjahat, lusaha-usaha ldalam lmelakukan lpencegahan lpenanggulangan lkejahatan 

lserta ldalam lperlakuan lterhadap lpenjahat. lSedangkan, lsubjeknya lsendiri lkriminologi 

lyaitu lsuatu langgota lyang ldalam lkelompok lmasyarakat lsecara lmenyeluruh lsebagai 

lsuatu lkelompok lsosial lyang lmemang lmemiliki lgejala-gejala lsosial lsebagai lsuatu 

lsistem lyang ltermasuk ldi ldalamnya lgejala-gejala lkejahatan lyang ltidak lterpisahkan 

llagi. lTerdapat lkajian-kajian lteori lkriminologis lsecara lgaris lbesar lseperti lyaitu: 

1) Teori lKriminologi lDari lPerspektif lBiologis ldan lPsikologis 

Teori lkriminologi lyang ldari lperspektif lbiologis ldan lpsikologis lini 

lpada ldasarnya lyaitu lsuatu lkejahatan latau lpenyelewengan lperilaku lyang 

ltimbul ldari ldalam ldirinya lsendiri latau lmemang lturun-temurun ldari lnenek 

lmoyangnya  lbiasanya  ljuga ldi lsebut lturun ldari ldarah lnenek lmoyangnya  

ltersebut. lContoh lteori ldari lpsikologi lkriminal lyaitu lteori lpersonality 

lcharacteristics l(sifat-sifat lkepribadian). lEmpat lalur lpenelitian lpsikologi 

lyang lberbeda ltelah lmenguji lsuatu lhubungan lantara lkepribadian ldengan 

lkejahatan lyaitu l: l 

a) Melihat ldari lsuatu lperbedaan-perbedaan ldengan lantara lstruktur 

lkepribadian ldari lpenjahat ldan lbukan lpenjahat, 

b) memprediksi ldari lsuatu ltingkah llaku, 

c) menguji ltingkatan ldi lmana ldalam ldinamika-dinamika lkepribadian 
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lnormal lberoprasi ldalam ldiri lpenjahat, 

d) mencoba lmenghitung lsuatu lperbedaan-perbedaan ldalam l 

lindividual lantara ltipe-tipe ldan lkelompok-kelompok lpelaku 

lkejahatan.
27

 

2) Teori lKriminologi lDari lPerspektif lSosiologis 

Dalam lhal lini lberbeda ldalam lteori lsebelumnya lbahwa lteori lini 

lmenjelaskan lsuatu lkejahatan lyang ltimbul ltiba-tiba, lteori lyang lmelaporkan 

lkejahatan ldari lfaktor lsosiologis, lyaitu lsebagai l lberikut. l 

Anomie lTheory l: lDijelaskan loleh lEmile lDurkheim lyaitu lmeyakini 

lsesuatu lbahwa ljika lmemang lsebuah lmasyarakat lsederhana ldapat 

lberkembang lmenuju lsatu lmasyarakat lyang lmodern ldengan lkota lmaka 

lkedekatan l(intimacy) lyang lsangat ldibutuhkan luntuk lmelanjutkan lsatu lset 

lnorma-norma lumum lyang lakan lmerosot. lKelompok-kelompok lyang 

lmenjadi lterpisah-pisah, lkarena ldalam lsuatu lketiadaan lsatu lset laturan-

aturan lumum, ltindakan-tindakan lserta lharapan-harapan lorang ldi lsatu lsektor 

lmungkin lakan l lsekali lbertentangan ldengan ltindakan ldan lharapan lorang 

llain.
28

 

2. lBalap lLiar lmengganggu lketertiban lumum 

Aksi lbalap lliar lpada lremaja ltersebut lyaitu lterbilang lnekat ldan lmembahayakan 

lkeselamatan lmereka lmaupun lpengguna ljalan lyang llain lselain lnekat ldan 

lmembahayakan lpengguna ljalan llain, lmereka ljuga lsangat lmengganggu lketertiban 

lumum lpasalnya lmemang lmereka lsaling lmengadu lmotornya lhingga lsampai 

lkecepatan lyang lsangat lmaksimal ltanpa ladanya lkelengkapan lyang lsesuai ldengan 
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28

 l lIbid. lhlm. l58. l 



 

25 
 

laturan lpolisi, lapalagi ljalanan lyang lharusnya llancar lmenjadi lmacet lkarena lterdapat 

laksi lbalap lliar lyang lsedang lberlangsung lcukup lbanyak lorang, lkarena lmemang lpara 

lremaja lyang lsedang lmelakukan laksi lbalap lliar ltersebut lselalu lmemblokade ljalan 

ltersebut latau ljuga lmemberhentikan lpengguna ljalan llain lsehingga ldapat 

lmengganggu lpraktek lbalap lliar ltersebut. lBalap lliar litu l lsudah lidentik ldengan lhal-hal 

lyang lberbau lnegatif ldikacamata lmasyarakat lkarena lmemang lbalap lliar litu lsering 

lmengganggu lketertiban lumum lbahkan ljuga lterkadang lsampai lmerampas lhak 

lpengguna ljalan llain lkarena lsampai lmemberhentikan lkendaraan lyang lakan llewat, 

ltidak ldi lbisa lpungkiri ljika lmasyarakat lmemandang lbalap lliar lsebagai lsesuatu lyang 

lmerugikan lbanyak lorang. 

 Dalam lkepentingannya, lseluruh lmasyarakat lyang lmemang lada ldi lwilayah 

lhukum lNegara lKesatuan lRepublik lIndonesia lharus lmendapatkan lperlindungan 

lhukum lbaik lberupa lhaknya, lketentraman, ldan lkesejahteraan lserta lkeadilan. lDimana 

ltujuan lhukum ladalah lkeselamatan, lkebahagiaan ldan ltata ltertib ldalam 

lmasyarakatnya. lHal lini ljuga, ltentunya ltentang lbalapan lliar lini lmemang lyang 

ltermasuk lkategori lyang lmenentang ltujuan lhukum ldi lIndonesia lkarena lmemang 

ldapat lmengganggu lketentramannperorangan lmaupun lumum latau lkelompok.
29

 

E. Tinjauan lUmum lKonsep lRemaja 

1. Pengertian lRemaja 

Menururt lHurlock
30

Masa lremaja lmerupakan lmasa ldimana lseorang lindividu 

lmengalami lperalihan ldari lsatu ltahap lke ltahap lberikutnya ldan lmengalami lperubahan 

lbaik lemosi, ltubuh, lminat, lpola lperilaku, ldan ljuga lpenuh ldengan lmasalah-masalah. 

lOleh lkarenanya, lremaja lsangat lrentan lsekali lmengalami lmasalah lpsikososial, lyakni 
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lmasalah lpsikis latau lkejiwaan lyang ltimbul lsebagai lakibat lterjadinya lperubahan 

lsosial. l 

Masa lremaja lmerupakan lsebuah lperiode ldalam lkehidupan lmanusia lyang 

lbatasannya lusia lmaupun lperanannya lseringkali ltidak lterlalu ljelas. lPubertas lyang 

ldahulu ldianggap lsebagai ltanda lawal lkeremajaan lternyata ltidak llagi lvalid lsebagai 

lpatokan latau lbatasan luntuk lpengkategorian lremaja lsebab lusia lpubertas lyang ldahulu 

lterjadi lpada lakhir lusia lbelasan l(15-18) lkini lterjadi lpada lawal lbelasan lbahkan 

lsebelum lusia l11 ltahun.
31

 

Seorang lanak lberusia l10 ltahun lmungkin lsaja lsudah l(atau lsedang) lmengalami 

lpubertas lnamun ltidak lberarti lia lsudah lbisa ldikatakan lsebagai lremaja ldan lsudah lsiap 

lmenghadapi ldunia lorang ldewasa. ldia lbelum lsiap lmenghadapi ldunia lnyata lorang 

ldewasa, lmeski ldi lsaat lyang lsama ldia ljuga lbukan lanak-anak llagi. lBerbeda ldengan 

lbalita lyang lperkembangannya ldengan ljelas ldapat ldiukur, lremaja lbahkan lhampir 

ltidak lmemiliki lpola lperkembangan lyang lpasti. lDalam lperkembangannya lseringkali 

lmereka lmenjadi lbimbang lkarena lkadang ldiperlakukan lsebagai lanak-anak ltetapi ldi 

llain lwaktu lmereka ldituntut luntuk lbersikap lmandiri ldan lmenjadi ldewasa. l 

Memang lbanyak lperubahan lpada ldiri lseseorang lsebagai ltanda lkeremajaan, 

lnamun lseringkali lperubahan litu lhanya lmerupakan lsuatu ltanda-tanda lfisik ldan lbukan 

lsebagai lpengesahan lakan lkeremajaan lseseorang. lNamun lsatu lhal lyang lpasti, lkonflik 

lyang ldihadapi loleh lremaja lsemakin lkompleks lseiring ldengan lperubahan lpada 

lberbagai ldimensi lkehidupan ldalam ldiri lmereka. lUntuk ldapat lmemahami lremaja, 

lmaka lperlu ldilihat lberdasarkan lperubahan lpada ldimensi-dimensi ltersebut.
32
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2. Kenakalan lAnak lRemaja 

Menurut lKartini lKartono, lkebut-kebutan latau lbalap lmotor lliar ldi ljalanan lyang 

lmengganggu lkeamanan llalulintas ldan lmembahayakan ljiwa lsendiri lserta lorang llain 

ladalah lsalah lsatu lwujud latau lbentuk lperilaku ldelinkuen latau lnakal. lPada lumumnya 

lmereka ltidak lmemiliki lkesadaran lsosial ldan lkesadaran lmoral. lTidak lada 

lpembentukan lego ldan lsuper-ego, lkarena lhidupnya ldidasarkan lpada lbasis linstinktif 

lyang lprimitif. lMental ldan lkemauannya ljadi llemah, lhingga limpuls-impuls, 

ldorongan-dorongan ldan lemosinya ltidak lterkendali llagi lseperti ltingkah llakunya lliar 

lberlebihlebihan. lTingkah llaku lyang ldilakukan lremaja ltersebut ldengan lmaksud 

lmempertahankan lharga ldirinya ldan luntuk lmembeli lstatus lsosial luntuk lmendapatkan 

lperhatian llebih ldan lpenghargaan ldari llingkungan.
33

 

Ada beberapa teori mengenai remaja yaitu : 

1. Teori biologis  

Teori biologis yaitu  tingkah laku  sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak 

atau remaja dapat muncul karena faktor fisiologis dan struktur jasmaniah 

seseorang, dan bisa juga cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini 

berlangsung karena : 

(a). Melalui gen atau juga plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau 

melalui kombinasi antara gen; juga dapat disebabkan oleh tidak adanya 

gen tertentu, yang semua itu bisa memunculkan suatu penyimpangan 

tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.  

(b). Melalui pewarisan yang mempunyai tipe kecenderungan yang luar biasa 

(abnormal), sehingga menyebabkan tingkah laku menjadi delinkuen. 
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(c). Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang 

bisa menyebabkan tingkah laku delinkuen atau bisa disebut sosiopatik. 

2. Teori psikogenis  

Teori ini sangat menekankan sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari 

aspek kejiwaan atau  psikologis. Diantaranya faktor inteligensi, ciri-ciri 

kepribadian, motivasi, fantasi, sikap-sikap yang salah, rasionalisasi, internalisasi 

diri yang sangat keliru, kecenderungan psikopatologis, konflik batin, emosi yang 

tidak terkontrol, dan lain sebagainya. 

Argumen sentral teori ini yaitu sebagai berikut: delinkuen adalah bentuk 

penyelesaian atau suatu konvensasi dari masalah psikologis dan konflik batin 

dalam menanggapi stimuli sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. 

Kurang lebih 85% dari jumlah anak-anak delinkuen yaitu berasal dari keluarga 

yang berantakan (broken home). Kondisi dimana keluarga yang tidak bahagia dan 

tidak beruntung, ini jelas melahirkan masalah psikologis personal dan 

penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak-anak; sehingga menyebabkan 

mereka mencari konvensasi di lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan 

batinnya dalam bentuk prilaku yang disebut delinkuen. Singkatnya, kejahatan atau 

delinkuen anak-anak itu merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja 

itu sendiri.  

Memang sebagian besar dari kita tidak melakukan kejahatan, sekalipun 

mempunyai kecenderungan egoistis atau a-sosial, disebabkan adanya suatu konrol 

diri yang kuat dan kepatuhan secara normal terhadap control sosial yang efektif. 

Yang terpenting harus kita ketahui: yaitu pengaruh apa serta motif yang 

bagaimana yang melatarbelakangi terbentuknya suatu sifat-sifat delinkuen itu. 
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Contohnya, sebagian besar anak-anak kriminal yaitu mereka yang suka tinggal 

kelas di sekolah dan yang putus sekolah.  

Anak delinkuen itu melakukan kejahatan terdorong oleh konflin batin 

sendiri. Jadi mereka mempraktikan konflik batinnya untuk mengurangi beban 

tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku impulsif, prmitif, dan sangat agresif. Oleh 

sebab itu kejahatan mereka pda umumnya erat sekali kaitannya dengan 

tempramen, kejiwaan yang galau semrawut, frustasi dan konflik batin yang 

akhirnya ditampilkan secara spontan. 

 

3. Teori sosiogenis 

Para ahli sosiologi berpendapat bahwa penyebab dari tingkah laku delinkuen 

pada anak remaja adalah murni sosiologis sifatnya. Misalnya pengaruh dari 

struktur sosial , peranan sosial, tekanan kelompok, status sosial atau internalisasi 

simbolis yang keliru. Oleh sebab itu faktor-faktor kultural dan sosial jelas sangat 

mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga sosial dan peranan sosial 

setiap individu di masyarakat, serta status individu di kelompok partisipasi sosial, 

dan definisi diri atau juga konsep dirinya.  

4. Teori subkultur delinkuen 

Tiga teori yang dahulu (biologis, psikogenis, dan sosiogenis) sangat popular 

sampai tahun 50-an. Sejak 1950 ke atas banyak terdapat perhatian pada aktivitas 

gang yang terorganisir dengan subkultur. Adapaun inilah sebabnya yaitu : 

(a) Bertambahnya dengan cepat jumlah kejahatan, serta meningkatnya 

kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang 

memiliki subkultur delinkuen. 
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(b) Meningkatnya jumlah krmininalitas sangat mengakibatkan besarnya 

kerugian dan kerusakan secara universal, terutama di Negara-negara 

industry yang maju, dan ini disebabkan oleh meluasnya kejahatan anak-

anak remaja.  

“Kebudayaan” atau “kultur” dalam hal ini menyangkut satu kumpulan 

norma dan nilai yang menuntut tingkah laku responsif sendiri yang khas pada 

anggota-anggota atau kelompok gang tadi. Sedangkan istilah “sub” 

mengindikasikan bahwa bentuk “budaya” bisa muncul di suatu sistem yang lebih 

inklusif sifatnya.    

Menurut teori subkultur, sumber juvenile delinquency yaitu : sifat-sifat suatu 

struktur sosial dengan pola kebudayaan (subkultur) yang khasnya dari lingkungan 

keluarga, tetangga dan masyarakat yang ada di lingkungan para remaja delinkuen 

tersebut. 

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain yaitu : 

(1) Mempunyai populasi yang padat, 

(2) Status sosial ekonomis penghuninya sangat rendah, 

(3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, 

(4) Banyak disorganisasi keluarga dan sosial bertingkat tinggi. 

Oleh karena itu sumber utama kemunculan kejahatan remaja ialah subkultur 

delinkuen dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat . 
34
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F. Tinjauan Umum Balap Liar 

1. Pengertian Balap Liar 

Pada lzaman lsekarang lini ldi lera lglobalisasi lini, lbanyak lsekali lhal lyang lberubah 

lcontoh lkecilnya ladalah lpergaulan lremaja lyang lagak ltercoreng ldan ltidak lada 

lbatasannya llagi, lbanyak lsekali ldi lkalangan lremaja lini l lmelakukan lkegiatan lhal-hal 

lyang lnegatif lyang lmerugikan lbukan lhanya lmerugikan ldirinya ltetapi lmerugikan ljuga 

lbagi lorang llain. lContohnya lbalapan lliar lkarena lmemang ldapat ldikatakan lremaja 

lmasa lkini lmempunyai ljiwa lkeingintahuan lyang lcukup ltinggi ldan lsangat lterpengaruh 

ldari lfilm latau lsekedar lingin lmencari lnama ldan ldi lbilang ljagoan lsaja, lkenakalan 

lremaja ldapat ldigolongkan lmenjadi lkegiatan lyang lmenyimpang latau lkegiatan lyang 

lnegatif lyang lmerugikan ldirinya ldan lorang llain, lkegiatan lbalap lliar lyang ldilakukan 

loleh lkalangan lanak lremaja lini lsudah ltidak lasing llagi lbagi lmasyarakat, ljustru lbagi 

lmasyarakat lkalangan lbawah lbalapan lliar lmerupakan lhiburan ltersendiri, lsebagian 

lbesar lpelaku lbalap lliar lini ljustru lbukannya lgolongan lmenengah lsaja ltetapi lsemua 

lgolongan lpun likut lmenikmati laksi lbalap lliar lini. l 

Fenomena lbalapan lliar lini ltidak lhanya lmilik lpemuda-pemuda lkota lbesar lsaja. 

lSekarang lbahkan ldi lpelosok-pelosok ltanah lair lpun lbalapan lseperti litu lbanyak 

ldilaksanakan. lDengan lalasan lmencari lhiburan latau lmelakukan lhobi, lkebut-kebutan 

ldi ljalan lraya lpun ldijadikan lpilihan lmereka. lMeski lberisiko lsangat lberbahaya ldan 

ljuga lmembahayakan lbagi lpengguna ljalan llain, lbalapan lliar ltidak lpernah lsurut. 

lMalah ljumlahnya lkian lmeningkat lsaja. lPadahal laksi lsemacam lini lmerugikan lbanyak 

lorang, ltak lsekedar lpembalap litu lsendiri, lwarga lsekitar lpun lmerasa lterganggu ldengan 

laksi lseperti lini, lnamun lmereka ltidak lpeduli.
35
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Balapan lliar ladalah lkegiatan lberadu lcepat lkendaraan, lbaik lsepeda lmotor 

lmaupun lmobil, lyang ldilakukan ldiatas llintasan lumum. lArtinya lkegiatan lini lsama 

lsekali ltidak ldigelar ldilintasan lbalapan lyang lresmi, ltetapi lmelainkan ldi ljalan lraya. 

lBiasanya lkegiatan lini ldilakukan lpada ltengah lmalam lsampai lmenjelang lpagi lsaat 

lsuasana ljalan lraya lsudah lmulai llenggang latau lpada lsaat ljalanan lsedang lsepi. 

lFenomena lbalap lliar lini lsebenarnya lbukan lhal lyang lasing llagi luntuk lmasyarakat.   

Faktor lkeamanan ltentu lbukan llagi ljadi lprioritas. lKarena lmereka lmeninggalkan 

lperlengkapan lpelindung lbadan lseperti lhelm ldan ljaket. lBagi lsang ljoki, lyang 

lterpenting ladalah lbisa lberaksi lbebas lmemacu lmotor ldengan lkecepatan lyang ltinggi. 

lTrek-trekan lliar lbukannya lmereda ljustru lsemakin lmenjadi-jadi. lBagi lsebagian ljoki 

lyang lhaus lakan ltantangan, ltrek-trekan lpun ltidak ljarang lharus lmembuat lpara 

lpembalap lliar lkucing-kucingan ldengan lpara lpolisi lyang lberjaga luntuk 

lmembubarkan laksi lnekat lmereka lyaitu laksi lbalapan lliar ltersebut. lTak lsemuanya lbisa 

lkabur lmengandalkan lkecepatan, ldan lada lsaja lyang ldicokok.
36

 

Pelaku laksi lbalap lliar ltidak lmemperdulikan ljika ldi ljalan lumum lada 

lpengendara llain, ltujuan lutama lmereka ladalah lmemenangkan lbalap lliar lyang ldigelar 

lsaat litu. lBahkan lmereka lmengabaikan lkeselamatan lorang llain ldan lkeselamatan ldiri 

lsendiri. lTujuan lutama ltetap lpada lmencapai lgaris lfinish ldi ldepan. lBalap lliar lini ltidak 

ljarang lmerenggut lkorban, lbisa lpembalapnya lsendiri lataupun lpemakai ljalanan 

llainnya. lBalap lliar lini lmenjadi lsemacam lcara lpara lpelaku luntuk lmenyalurkan lhasrat 

luntuk lberaksi ldijalanan ldengan lbalapan lliar, lsesuai lfakta lbahwa lpelaku lbalap lliar lini 

lmengaku lakan lmimpinya lmenjadi lpembalap lseperti lpembalap lkelas ldunia, ltetapi 

lmemang lpelaku lharus lmengubur ljauh ldalam-dalam lhatinya luntuk lmembangun 
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lmimpi lyang ldimiliki. 

Para lpelaku lbalapan lliar lini lmemang lsangat lmeresahkan, ltidak lhanya lbagi 

lwarga lsekitar ltetapi ljuga lbagi lpihak lyang lberwajib lyaitu lkepolisian. lKarena lmemang 

laksi lpara lpembalap lliar lini ldianggap lsudah lmerugikan lbanyak lpengguna ljalan 

llainnya lserta lsangat lmengganggu lbagi lpengguna ljalan llainnya. lJadi, lmemang lsangat 

ltidak lheran ljika lini lmasyarakat lakhirnya lmendesak lpihak lkepolisian luntuk 

lmengambil ltindakan ltegas lseputar lmasalah lini lagar lbisa lterciptanya llingkungan 

lyang laman ldan ldamai. lMemang lada lpihak lkepolisian lyang lbenar-benar lserius ldalam 

lmenanggapi lkasus lbalapan lliar lini luntuk lmenegakkan lkedisiplinan ldalam lberlalu 

llintas, ltetapi lada loknum lyang lmemanfaatkan lrazia lyang ldigelar luntuk lmencari luang 

lsemata. lKarena lmemang lpolisi lsudah lberupaya lmembubarkan lbalapan lliar ldan 

lmenangkap lpara lpembalapnya. lNamun lsepertinya lhal lini lbelum lcukup, lkarena lbalap 

lliar lmasih lterus lterjadi lsecara lrutin. lMakin llama laksi lpembalap lsemakin lberani. 

lBalakangan lini, lbalapan ltidak lhanya ldigelar ldi ljalan-jalan lsepi ltetapi lpara lpembalap 

lnekat lmelakukan laksinya ldi ljalan lutama. 

Aksi lbalap lliar lmotor lini lmerupakan laksi lbalap lmotor lyang lsecara lilegal 

ldilakukan loleh lmayoritas ldari lpara lremaja lanak lsekolah lmaupun lyang ltidak lsekolah. 

lBanyak lremaja lyang llebih lmenuruti legonya ldaripada lkeselamatan ldirinya lsendiri. 

lSekarang lini lbanyak lanak ldari lkalangan lremaja lyang lmasih lSMP lsampai ldengan 

lyang lSMA lmelakukan lkegiatan laksi lbalap lliar lmotor ltersebut. lBanyak lremaja 

lmenggunakan lmotor ldari lorang ltuanya lyang lbelum llunas lcicilannya lbahkan lada 

lyang lrela lmencuri lkemudian lmereka lmodifikasi lhanya lsekedar lmendapatkan loplos 

l(tepuk ltangan) ldari lteman-temannya ldan lpenonton lyang lmelihat laksinya lkarena 

lmemang lremaja lingin lmempunyai lrasa lingin ldikenal loleh lorang lyang lpada lintinya  
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lingin lmenjadi lpusat lperhatian. lPolisi ldan laparat lkeamanan lseakan-akan 

lmembiarkan lmelakukan laksinya ldengan lleluasa. lMeskipun lpara lremaja lpelaku laksi 

lbalap lliar lmotor ljuga lpernah ltertangkap lmereka ltidak lmerasa ljera.
37

 

Joki lbalap lliar lini lbiasanya ldidominasi loleh lpara lremaja lyang lmasih 

lmenginjak lbangku lsekolahan lSMA lbahkan lpula ldari lsekolah lSMP, lyang lseharusnya 

lpara lremaja ltersebut lmelakukan lhal-hal lpositif lyang ldapat lmenguntungkan lorang 

llain ldan ldirinya lsendiri. lPada laksinya lpula ljoki ltersebut ltidak lmemakai lhelm ldan 

lpakaian lyang lkhusus ldiperuntukan luntuk lbalapan lmereka lhanya ldiperkenankan 

lmemakai lcelana lpanjang ldan lkaosnya lini ljelas lsangat lmembahayakan lbagi lmereka. 

lBagi lmasyarakat laksi lbalap lliar lmengundang lkebisingan ldi ltelinga lkarena lmemang 

lmenggunakan lknlapot lyang ltidak lstandar ldan ljuga lpolusi lyang lkurang lbaik lbagi 

lkesahatan lyang ldikeluarkan ldari lmotor lmereka ladalah lhal lyang lmenyenangkan 

lbahkan lkebisingan ljuga ltimbul ldari lteriakan lpenonton lyang lada ldi llokasi lbalap lliar 

ltersebut lsehingga ldapat lmengganggu lwargaa lsekitar lkarena lmemang lbiasanya 

ldilakukan lpada lmalam lhari. lDalam ltiga ltahun lterakhir, lsedikitnya lada l5 lkasus laksi 

lbalap lliar lyang lditangani loleh lpihak lSatlantas lPolres lMajalengka lbahkan lada 

lbeberapa lkasus lyang lmemang ltidak lterpublis lsehingga ltidak lbanyak lorang ltahu. 

Aksi lbalap lliar lini ada ldukungan ldari lpemilik lbengkel lagar lmereka ldapat 

lmemodifikasi lmotornya ldi lbengkel lmereka. lMeskipun lbiayanya luntuk 

lmemodifikasi lmotor lini ltidak lsedikit. lJika lmereka lakan lmelakukan laksi lbalap lliar 

lotomatis lmereka lakan lmelakukan lpada lmalam lhari ltepatnya lantara lpukul l23:30 

WIB llsampai ldengan lselesai lantara ljam l3 lpagi lhari ldan lbesok lmerupakan lkegiatan 

lsekolah lsehingga lmembuat lpara lremaja l lakhirnya lmalas dan  lmembolos lsekolah. l 
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Pada lakhirnya lorang ltua lpun lharus lberurusan ldengan lsekolah, lkarena lmemang 

lanak-anak lyang lsering lbolos ltersebut. lHal lini lmenimbulkan ltidak lbaiknya luntuk 

lhubungan lantara lorang ltua ldan lanak. lJika lhal ltersebut lterus ldibiarkan lmaka lyang 

lterjadi lyaitu lakan lterbawa lke lhal-hal lyang llebih lburuk llagi ldari litu, ldan lini lsangat 

lakan lberpengaruh luntuk lkehidupan lanak-anak lremaja litu luntuk lke ldepannya. 

lMenurutnya lpendapat lmereka lmelakukan laksi lbalap lliar litu lpenuh ldengan 

lsportifitas ldan ltantangan lyang lmereka lrasakan. l 

Sangat ltidak ljarang lsekali ldari lmereka lmelakukan lbalap lliar litu lberawal ldari 

lhanya lkeisengan lsaja latau lrasa lingin lmendapatkan lsesutu ldari lmengadu lkecepatan 

lmotor lyang ldimilikinya ltersebut. lTerkadang ldari lberebut lpacar lsampai ldengan lbisa 

ldibayar luntuk lbalapan lliar lini. lUsia lyang lbahkan lsangat lmasih lmuda lmembuat 

lmereka litu ltidak lsempat luntuk lberpikir ldua lkali luntuk lmelakukan laksi lbalapan lliar 

ltersebut. lTidak lpernah lterpikirkan ljuga loleh lmereka ldampak lyang lakan lsangat 

lmendalam ldari laksi lbalapan lliar ltersebut. l 

Biasanya lsebelum lmelakukan lbalap lliar lmereka lmelakukan lsuatu lperjanjian 

lkesepakatan luntuk lbalap lliar litu, llalu lsetelah litu lmereka lakan lberlomba luntuk 

lmemodifikasi lmotor ldan lmemperbaiki lsepeda lmotor lmereka lagar ldapat lmelaju 

lsecepat lmungkin ldan lmotor lyang ltangguh luntuk lberbalapan ltersebut. lBalapan lliar 

lini lsering ldilakukan lpada ljalan lyang lmemang lsepi ldan lbagus lkondisi ljalannya ltidak 

lrusak. lAksi lini ldilakukan lbiasanya lsetiap lmalam latau ljuga lpada lsiang ldan lyang 

ltersering lyaitu lpada lsore lhari ldi lbulan lramadhan, ltapi lmemang lpaling lsering 

ldilakukan lpada ltengah lmalam. lMereka lakan lberkumpul ldan lmelakukan laksinya 

lyang lsekiranya laman ldari lkejaran lpolisi ljuga lakan lselalu lwaspada lterhadap lpolisi. 

lBahkan lmereka lterkadang lterjadi lkejar-kejaran ldengan lpolisi lmereka lsemakin 
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ltertantang luntuk lmelakukan laksi ltersebut ldan lsuka lberpindah luntuk lmencari llokasi 

lyang ltepat ldan laman. 

Balapan lliar lini lsangat lmempunyai lresiko lyang lbesar ljika ldilakukan lditempat 

lumum lyang lseharusnya lmemang ldilakukan ldi larena lbalapan lyang lsesungguhnya. 

lTidak ljarang lnyawa lakan lmenjadi ltaruhannya lakibat laksi lbalapan lliar ltersebut, 

lbahkan lmemang lmasa ldepan lpara lanak lremaja litu lmenjadi ltaruhannya, lkarena 

laktifitas lini lsangat lmembahayakan lapalagi lini lanak lremaja ltersebut ltidak ldilengkapi 

ldengan lbaju lbalap lyang lsesungguhnya lbahkan ltidak lmemakai lsepatu latau lbaju lbalap 

lsehingga lbisa lmenyebabkan ljika lkecelakaan lakan lsangat lfatal lsekali. l 

Banyak ljuga lanak lremaja lyang lmemang lmengdepankan legonya ldari lpada 

lkeselamatannya lsendiri. lMereka lhanya lingin lmendapatkan lsanjungan latau 

lpengakuan ldari lteman-teman lmereka. lSehingga lmenyebabkan lmereka lingin 

ldianggap lhebat ldan lingin lmenjadi lpusat lperhatian ldan lmempunyai lrasa lingin 

ldikenal. 

Tidak ljarang lpula lbanyak lbengkel lyang lbisa lmengubah lsepeda lmotor lstandart 

lmenjadi lsepeda lmotor lyang lbisa ldipakai luntuk lbalap lliar. lMotor lkorekan luntuk lyang 

lsebutan lmotor-motor lyang lmemang lsudah ldi lmodifikasi. lBeberapa lkomponen 

ldiganti ldengan lkomponen lyang lbisa lmenjadikan llaju lmotor lmenjadi lbisa lsangat 

lcepat. lDan lmemang lbukan lsembarang lsuku lcadang lyang ldipasangkan. lMisalnya  

lspare lpart lyang ldigunakan lyang lmempunyai lharga lyang ltidak lmurah lalias lharganya 

lselangit luntuk lmengubah lmotor lmenjadi ldisegani. l 

Bengkel lmotor ltidak lhanya lmenjadi ltempat luntuk lmemodifikasi lsaja, ltetapi 

lmemang ldi larena lbalap lmotor lpertarungan ltidak lhanya lmenjadi lpertarungan lantar 

ljoki lsaja lmelainkam lmenjadi lpertarungan lantara lbengkel ljuga. 
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2. Unsur-Unsur lBalap lLiar 

Balap lliar lterjadi lkarena lterdapat lbeberapa lunsur lyang lsangat lberperan ldalam 

lmendukung lkegiatan lbalap lliar ltersebut. lAdapun lunsur-unsur lyang lada ldalam 

lkegiatan lbalap lliar lpada lremaja ladalah
38

 l: l 

1. Joki 

Joki ladalah lpengendara lmotor latau lremaja lyang lmengendalikan lmotor lpada 

lsaat ldilangsungkannya lbalap lliar. lSetiap lJoki ldipilih loleh lmasing-masing lbengkel 

luntuk  menjalankan lmotor ljika ldianggap lmemiliki lkemapuan lyang lbaik. l 

2. Motor lbalap l 

Motor lbalap lmerupakan lkendaraan lyang ldi lbuat lkhusus luntuk lkegiatan lbalap 

lliar ldengan lspesifikasi lyang ldikembangkan lsendiri loleh lbengkel latau ljoki lyang lakan 

lmengendarai lmotor ltersebut. l 

3. Persaingan lantar lbengkel l 

Persaingan lantar lbengkel lmotor lterkadang lmenjadi lbagian ldari lkegiatan lbalap 

lliar. lJika lterdapat ldua lbengkel lmotor lyang lsaling lbersaing lmaka ldiakhiri ldengan 

lkegiatan lbalapan lliar. l 

3. Faktor-Faktor lpenyebab lterjadinya lBalap lLiar l 

Banyak lfaktor lyang lmendorong lterjadinya lbalap lliar lyaitu
39

 l: l 

1. Ketiadaan lfasilitas lsirkuit luntuk lbalapan l 

Ketiadaan lfasilitas lsirkuit luntuk lbalapan lmembuat lpencinta lotomotif lini 

lmemilih ljalan lraya lumum lsebagai lgantinya, ljikapun ltersedia, lbiasanya lharus lmelalui 

lproses lyang lpanjang. l 

2. Gengsi ldan lmempunyai lrasa lingin ldikenal l 
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Selain litu lternyata lbalap lliar ljuga lmerupakan lajang ladu lgengsi ldan lpertaruhan 

lnama lbesar, lAlasan lini lmungkin lsama lseperti lyang ldikemukakan loleh lAbraham 

lMaslow lsebagai l“Esteem” l(harga ldiri). lSeseorang lbaru lmerasa lbenar-benar lmenjadi 

l“seseorang” lsetelah lmelakukan latau lmencapai lsesuatu, ldalam lhal lini lseorang 

lpembalap lliar lmerasa lbenar-benar lmenjadi l“seseorang” lsetelah lmampu lberbalapan 

lliar ldan ldisaksikan loleh lbanyak lorang. lKata lMaslow, lpada ltahapan l“Esteem”, lpara 

lpembalap lliar lmencintai lbalap lliar lkarena lbisa lmendapatkan ltambahan lkepercayaan 

ldiri, lmerasa lberhasil lmelakukan ldan lmencapai lsesuatu l(kecepatan), lmerasa 

ldihormati loleh lorang llain. lJika lmemang lbenar ldemikian ladanya, lmaka lyang lmenjadi 

linti ldari lmaraknya lbalap lliar ladalah lsensasi lpsikologi lyang lmereka lrasakan, lserta 

ltidak lbisa ldihilangkan llewat ltilang ldan llarangan lsemata. 

3. Kesenangan ldan lmemacu ladrenalin l 

Bagi lpelaku lbalap lliar lmengemukakan lmereka lmendapatkan lkesenangan ldari 

lsensasi lbalap lliar, lada lrasa lyang lluar lbiasa lyang ltak ldapat ldigambarkan lketika lusai 

lbalapan, lujar lmereka. l 

4. Keluarga ldan llingkungan l 

Kurangnya lperhatian lorang ltua, lterjadi lmasalah ldalam lkeluarga, latau lketika 

lterlalu lberlebihannya lperhatian lorang ltua lkepada lanak, ldan lsebagainya, ljuga ldapat 

lmenjadi lfaktor lpendorang lanak lmelakukan laktivitas laktivitas lnegatife lseperti lbalap 

lliar. lSelain litu lpengaruh latau lajakan lteman ljuga ldapat lmenjadi lfaktor.  


